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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan 

bahwa tinjauan hukum terhadap barang sitaan pencurian kendaraan 

bermotor di polres Gorontalo adalah sebagai berikut : 

1. kewenangan polisi lalu lintas dalam melakukan penyitaan barang bukti 

kenderaan bermotor di wilayah hukum Polres Gorontalo yakni adanya 

pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas 

yang menjadi barang sitaan, namun tidak diketahui pemiliknya yang 

diantaranya adalah kendaraan hasil curian.  

2. Tindakan diambil kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

pelanggaran lalu-lintas melalui upaya pencegahan terpadu (integrated 

prevention effort) antara warga masyarakat dan polisi. tindakan nyata 

berupa patroli periodic terprogram. Inilah upaya pemecahan terpadu 

dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu-lintas Di sisi lain 

reformasi diri merupakan upaya polisi dalam membangun citranya. 

Termasuk reformasi profesionalisme/intelektualisme, keteladanan polisi.  

5.2 Saran 

Menyimak hasil kesimpulan diatas mengenai kewenangan polisi lalu 

lintas dalam melakukan penyitaan barang bukti kenderaan bermotor di 

wilayah hukum Polres Gorontalo, maka penulis menyarankan bahwa  : 
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1. Agar kiranya setiap persoalan hukum terhadap penyitaan barang bukti 

kenderaan bermotor di Polres Gorontalo haruslah lebih dimaksimalkan.  

2. Membangun citra polisi tidak mungkin dilakukan tanpa kerjasama 

dengan warga masyarakat. Polisi harusnya bertindak tegas dalam 

menanggulangi pelanggaran lalu lintas agat citra polisi menjadi lebih 

baik di mata masyarakat.  
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